
Menimbang :

Mengingat

a.

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR (6 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2017

sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun

Anggaran 2017,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturanb.

Bupati.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103),
Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851),

2.
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33.

34.
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36.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,
Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh,
Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

1.

2.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.985.455.076.513,00 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 83.358.445.530,00
b. Dana Perimbangan Rp. 631.526.645.536,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 270.569.985.447,00

Jumlah Rp.985.455.076.513,00
Anggaran Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.1.049.635.904.133,26 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp.534.260.058.751,26
1. BelanjaPegawai Rp. 322.569.367.547,26
2. Belanja Bunga Rp.
3. Belanja Subsidi Rp 370.000.000,00
4. Belanja Hibah Rp. 13.794.200.000,00
5. Belanja BantuanSosial Rp. 16.569.600.000,00
6. Belanja Bagi Hasil Rp. 984.000.000,00
7. Belanja Bantuan Keuangan



KepadaProvinsi/ Kabupaten /
Kota & Pemerintahan Desa

8. Belanja Tidak Terduga
Rp. 169.472.891.204,00
Rp. 10.500.000.000,00

b. Belanja Langsung Rp.515.375.845.382,00
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rp. 61.980.765.597,00
Rp. 161.711.933.531,00
Rp. 291.683.146.254,00
Jumlah Rp.

Surplus/ (Defisit)........... Rp.

1. 049.635.904.133,26
(64.180.827.620,26)/

Rp. 67.495.165.500,26
Rp. 3.314.337.880,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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